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MOTTO 
 
 
 
 
ةزضيم  يلإ  ةزظنف  ةزضع  و ذناك  نإو  
 
 
“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai 
ia berkelapangan...”
 
 
 
PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
Yang utama dari segalanya... 
 
 
Sembah sujud syukur dan kasih sayang-Mu yang telah memberikanku kekuatan, 
membekali hidupku dengan taqwa dan ilmu. 
 
Atas karunia, cobaan hingga kemudahan yang Engkau berikan akhirnya tulisan 
ini dapat kuselesaikan. 
 
Ku persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang aku kasihi dan ku 
sayangi sebagai tanda bakti dan rasa terimakasih yang tidak terhingga. 
 
Untuk Bapak dan Ibuku 
Nenek dan Kakekku 
Kakak dan Kakak Iparku 
Untukmu sahabat-sahabatku 
 
 
Dan untukmu, dia-ku... 
 
 
Terimakasih untuk doa-doa yang selalu dipanjatkan, serta terimakasih untuk 
dukungan dan semangat yang tidak henti-hentinya diucapkan.
 
 
 
PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 
 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah   Institut   Agama   Islam   Negeri   (IAIN)   Surakarta   didasarkan   pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan  dengan  tanda dan  sebagian lagi  dilambangkan  dengan  huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut: 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
 
 
 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal  
 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal
 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
 
 
a. Vokal Tunggal 
 
Vokal  tunggal  bahasa  Arab  yang  lambangnya  berupa  tanda  atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut:
 
 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـــــ) Fathah A A 
(ـــــ) Kasrah I I 
(  ْ  ) Dammah U U 
 
 
Contoh: 
 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك  Kataba 
2. زكذ  Żukira 
3. برهي  Yażhabu 
 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal  rangkap  bahasa  Arab  yang  lambangnya  berupa  gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
 
Contoh : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك  Kaifa 
2. لحو  Ḥaula 
 
 
 
3. Maddah 
Maddah  atau  vokal  panjang  yang  lambangnya  berupa  harakat  dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
 
Ā 
 
a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
 
Ū 
 
u dan garis di atas 
 
 
Contoh: 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لقا  Qāla 
2. ليق  Qīla 
3. لوقي  Yaqūlu 
4. سمي Ramā 
 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
 
 
a. Ta  Marbutah  hidup  atau  yang  mendapatkan  harakat  fathah,  kasrah  atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
 
 
 
Contoh : 
 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لفاطلأ اةضزو  Rauḍah al-aṭfāl 
2. ةطلح  Ṭalḥah 
 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
Contoh : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. انبز  Rabbanā 
2. لشن  Nazzala 
 
 
 
6. Kata Sandang 
 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan   kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung.
 
 
 
Contoh : 
 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجزلا  Ar-rajulu 
2. للاجلا  Al-Jalālu 
 
 
7. Hamzah 
 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir  kata.  Apabila  terletak  diawal  kata  maka  tidak  dilambangkan  karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ  Akala 
2. نتأخذو  Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا  An-Nauꞌ 
 
 
8. Huruf Kapital 
 
 
Walaupun  dalam  sistem  bahasa  Arab  tidak  mengenal  huruf  kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam  EYD  yaitu  digunakan  untuk  menuliskan  huruf  awal,  nama diri  dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf  kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan.
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لوضلزاإ  دحمم  امو  Wa māMuammadun illā rasūl 
2 نيملاعلا  ب زدهللملاح  Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
 
 
9. Penulisan Kata 
 
 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
 
Contoh : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
1 
 
نيصقازلازيىخهل  الله نوإ  
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 
2 
 
ناشيملا ويلكلا  فأىفوا 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
PUTRI YUNIA PRATIWI, NIM 152111040, “ANALISIS PENANGANAN 
PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BNI SYARIAH KANTOR CABANG 
SURAKARTA DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA 
NO.10/18/PBI/2008” 
 
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut 
setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.. 
 
Penelitian ini termasuk penelitian literatur dengan pendekatan kualitatif. Sumber 
data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder didapatkan dengan 
cara mengumpulkan berkas tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah di BNI 
Kantor Cabang Surakarta dengan cara mengingatkan nasabah, mendatangai 
kediaman nasabah untuk musyawarah, pemberian surat peringatan I, II dan III, 
penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), 
penataan kembali (restructuring), dan eksekusi jaminan. Dalam Peraturan Bank 
Indonesia  No.  10/18/PBI/2008  Penanganan  pembiayaan  bermasalah  di  BNI 
Syariah  KC  Surakarta  sesuai  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia 
No.10/18/PBI/2000 karena penanganan pembiayaan dilakukan dengan upaya 
restrukturisasi pembiayaan. Apabila tidak berhasil maka dilakukan lelang agunan. 
 
Kata Kunci : Penanganan, Pembiayaan Bermasalah
 
 
 
ABSTRACT 
 
PUTRI YUNIA PRATIWI, NIM 152111040, “ANALISIS PENANGANAN 
PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BNI SYARIAH KANTOR CABANG 
SURAKARTA DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA 
NO.10/18/PBI/2008” 
 
 
Financing is the provision of money or claims equivalent to that based on an 
agreement or agreement between the bank and another party that requires the 
financed party to return the money or bill after a certain period of time in return or 
profit sharing. 
 
This research includes a literature study with a qualitative approach. Sources of 
data in this study are secondary data. Secondary data was obtained by collecting 
written documents related to this research. Data analysis techniques in this study 
using the deductive method. 
 
The results showed that the handling of problem financing at BNI Surakarta 
Branch Office by reminding customers, visiting the customer's residence for 
deliberations, giving warning letters I, II and III, rescheduling, rescheduling, 
restructuring, and guarantee execution. In Bank Indonesia Regulation No. 10/18 / 
PBI / 2008 The handling of problem financing in BNI Syariah KC Surakarta is in 
accordance with Bank Indonesia Regulation No.10 / 18 / PBI / 2000 because the 
handling of financing is carried out with efforts to restructure financing. If that is 
not successful, a collateral auction will be conducted. 
 
Keyword : Handling,Trouble Financing
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
A.  Latar Belakang 
 
Kegiatan perekonomian suatu negara selalu berkaitan dengan lalu 
lintas pembayaran uang, dimana industri perbankan mempunyai peranan 
yang sangat strategis, yakni sebagai urat nadi sistem perekonomian. 
Kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan 
menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentu modal usaha 
atau jenis pinjaman lainnya. 
Perbankan syariah merupakan suatu lembaga intermediasi yang 
menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat dimana seluruh aktifitasnya 
dijalankan berdasarkan etika dan prinsip-prinsip Islam sehingga bebas dari 
unsur riba (bunga), bebas dari kegiatan spekulatif non produktif seperti 
perjudian (maysir), bebas dari kegiatan yang meragukan (gharar), bebas 
dari perkara yang tidak sah (ba>t}}il), dan hanya membiayai usaha-usaha 
yang halal.1 
Fungsi  intermediasi  dari  bank  syariah  yaitu  menghimpun  dana 
 
masyarakat   dan   menyalurkannya   dalam   bentuk   pembiayaan   kepada 
kelompok    masyarakat    yang    membutuhkan.    Pembiayaan    adalah 
menyediakan    dana    guna    membiayai    kebutuhan    nasabah    yang 
 
 
 
 
 
 
 
1 Irsyad Lubis, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Medan: USU Press,2010), hlm: 101
 
 
 
memerlukannya   dan   layak   memperolehnya.2     Pembiayaan   diberikan 
kepada masyarakat  ataupun  wirausaha yang  memerlukan bantuan dana 
untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. 
Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, 
dijelaskan bahwa : “Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, 
sehingga dalam pelaksanaannya bank harus dapat memperhatikan asas- 
asas perkreditan yang sehat.”3 Dalam Bank Syariah kredit ini dikenal 
dengan nama pembiayaan. 
Produk pembiayaan Bank BNI Syariah tidak berbeda dengan bank 
syariah   lainnya.   Bank   BNI   Syariah   memberikan   pembiayaan   yang 
meliputi pembiayaan produktif dan konsumtif.  Terdapat beberapa akad 
yang digunakan dalam pembiayaan Bank BNI Syariah yaitu akad 
murabahah, mudharabah, musyarakah mutanaqisah dan ijarah multijasa. 
BNI Syariah Cabang Surakarta sebagai lembaga keuangan Islam 
berperan sebagai institusi yang memiliki izin untuk melakukan banyak 
aktivitas,   memiliki   peluang   yang   sangat   luas   dalam   memperoleh 
pendapatan salah satunya dari penyaluran dana ini yaitu pembiayaan. 
Dalam prakteknya, pembiayaan tidak berjalan mulus seperti apa yang 
diharapakan,  tentu  saja  ada  hambatan  atau  masalah  yang  timbul  pada 
kegiatan penyaluran dana dari bank kepada nasabah. Hal tersebut dapat 
 
 
2 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2005), 
 
hlm. 185. 
 
 
 
hlm:57. 
3 Hermansyah , Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: PT. Kencana, 2005),
 
 
 
dilihat dari persentase NPF (Non Performing Finance) sebanyak 4.19% 
 
dari keseluruhan pembiayaan. 
 
Pembiayaan bermasalah bermula dari meningkatnya harga jual di 
pasaran dan menurunnya daya beli masyarakat sehingga ketidakmampuan 
debitur membayar pinjaman kepada bank membuat pembiayaan tersebut 
dikategorikan bermasalah. Kemungkinan akan faktor lain terjadinya 
pembiayaan bermasalah pun besar. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan 
pembiayaan bermasalah harus segera ditangani agar kesehatan suatu bank 
tetap terjaga dan kegiatan perbankan terus berjalan sesuai prinsipnya. 
Masalah  yang  timbul  dalam  pembiaayaan  disebabkan  oleh  berbagai 
macam faktor mengakibatkan ketidaklancaran angsuran. Ketidaklancaran 
angsuran pembiayaan oleh nasabah menyebabkan adanya kolektabilitas 
pembiayaan. Kolektabilitas merupakan klasifikasi status keadaan 
kemampuan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan margin 
pembiayaan oleh nasabah. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia 
kolektabilitas dari suatu pinjaman dapat dikelompokkan yaitu : 
1.   Lancar, yaitu tidak adanya keterlambatan pembayaran angsuran 
dalam 30 hari. 
2. Dalam  perhatian  khusus,  yaitu  terdapat  keterlambatan 
pembayaran angsuran yang telah melampaui 30 hari sampai 
dengan 90 hari. 
3.   Kurang   lancar,   yaitu   terdapat   keterlambatan   pembayaran 
angsuran yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari.
 
 
 
4.   Diragukan, yaitu terdapat keterlambatan pembayaran angsuran 
yang telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari. 
5.   Macet, yaitu terdapat keterlambatan pembayaran angsuran yang 
telah melampaui 180 hari atau lebih. 
Dalam kegiatan operasionalnya khususnya terkait produk dan 
pengawasan,  bank  syariah  berpedoman  pada  fatwa  yang  dikeluarkan 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Dewan 
Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan 
lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di bidang 
ekonomi syariah. DSN MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi 
para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah 
ekonomi dan keuangan.Berbagai masalah yang memerlukan fatwa akan 
ditampung  dan  dibahas  bersama  agar  diperoleh  kesamaan  pandangan 
dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah. 
Kegiatan  operasioanal  lembaga  keuangan  syariah  juga  mengacu 
pada peraturan Bank Indonesia. Bank Indonesia yaitu suatu lembaga 
independen  yang  bertugas  untuk  mencapai  dan  memelihara  kestabilan 
nilai rupiah  secara  efektif  dan  efisien.  Setelah  tugas  mengatur  dan 
mengawasi perbankan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tugas BI 
dalam mengatur dan mengawasi perbankan tetap berlaku, namun 
difokuskan    pada    aspek makroprudensia    sistem    perbankan.    Dalam
 
 
 
Peraturan    Bank     Indonesia    No.10/10/PBI/2008    memuat    tentang 
penanganan pembiayaan bermasalah dala lembaga keuangan. 
Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan upaya dan langkah- 
langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan 
yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, 
diragukan, dan macet) secara bertahap menjadi golongan lancar kembali. 
Dari pemaparan diatas, maka peneliti akan mengkaji mengenai 
penanganan pembiayaan bermasalah dengan judul penelitian “ANALISIS 
PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BNI SYARIAH 
KANTOR CABANG SURAKARTA MENURUT PERATURAN 
BANK INDONESIA NO.10/10/PBI/2008” 
 
 
 
B.  Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas  maka  yang  menjadi 
permasalahan dalam penelitian ini adalah: 
1.   Bagaimana  penanganan  pembiayaan  bermasalah  di  BNI  Syariah 
 
Kantor Cabang Surakarta? 
 
2.   Bagaimana  analisis  penanganan  pembiayaan  bermasalah  di  BNI 
Syariah Kantor Cabang Surakarta menurut Peraturan Bank Indonesia 
No.10/10/PBI/2008
  
 
 
 
 
 
 
 
C.  Tujuan Penelitian 
 
1. Untuk   mengetahui   penanganan   pembiayaan   bermasalah   di   BNI 
Syariah Kantor Cabang Surakarta? 
2. Untuk  mengetahui  analisis  penanganan  pembiayaan  bermasalah  di 
BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta menurut Peraturan Bank 
Indonesia No.10/10/PBI/2008 
 
 
 
D.  Manfaat Penelitian 
 
1. Manfaat Teoritis 
 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjang perkembangan ilmu 
pengetahuan tentang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya tentang 
penangangan  pembiayaan  murabahah  bermasalah  pada  lembaga 
keuangan syariah. 
2. Manfaat Praktis 
 
Secara praktis, manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 
a.   Bagi peneliti 
 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 
peneliti   karena   menerapkan   ilmu   yang   sudah   didapat   selama 
dibangku kuliah sehingga dapat diaplikasikan dalam penelitian dan 
menambah pengalaman dan juga memperdalam wawasan keilmuan 
yang berkaitan dengan studi yang sedang dijalani.
  
 
 
 
 
 
 
 
b.   Bagi pembaca dan dunia pustaka 
 
Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi 
peneliti berikutnya dan dapat digunakan sebagai sumbangan ilmu 
pengetahuan yang  berguna dalam  memperkaya  koleksi  dari  ruang 
lingkup karya-karya penelitian lapangan. 
 
 
 
E.  Kerangka Teori 
 
1.   Konsep Pembiayaan 
 
Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh 
suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 
direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata 
lain  pembiayaan  adalah  pendanaan  yang  dikeluarkan  untuk 
mendukung  investasi  yang  telah  direncanakan.  Dalam  kaitannya 
dengan  pembiayaan  pada  perbankan  Islam  atau  istilah  teknisnya 
sebagai aktiva prooduktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana 
Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing.4 Menurut UU No. 
10  tahun  1998  tentang  perbankan  menyatakan  pembiayaan  adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak 
lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang 
 
 
 
4 Veithzal Rivai, Islamic Banking, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 681.
 
 
 
atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan 
atau bagi hasil.5 Sedangkan menurut Kasmir 2002. Pembiayaan adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak 
lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang 
atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan 
atau bagi hasil.6 
 
 
2.   Pembiayaan Bermasalah dalam Perbankan Syariah 
 
Pembiayaan bermasalah atau Non Performing financing(NPF) 
adalah penyaluran dana oleh lembaga syariah yang dalam pelaksanaan 
pembayaran kembali pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang 
dijanjikan, serta tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan 
dampak yang merugikan.7 Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia 
kolektabilitas dari suatu pinjaman dapat dikelompokkan yaitu lancar, 
dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet. Suatu 
pembiayaan dapat dikatakan bermasalah ketika status angsuran sudah 
memasuki status kurang lancar. 
 
 
 
 
 
5 Muhammad., Manajemen Bank Syariah Edisi revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 
2002), hlm. 10 
 
6 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 325. 
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Bermasalah Di Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru Sukoharjo”. Skripsi tidak diterbitkan. 
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Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak bagi 
negara, masyarakat dan juga bank. Semakin banyak pembiayaan yang 
disalurkan oleh bank tentunya juga mempunyai risiko ya ng apabila 
kurang dikelola dengan baik dan akan membahayakan perkembangan 
bank itu sendiri. Bahaya atas pembiayaan bermasalah yakni tidak 
terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan, baik sebagian atau 
seluruhnya  akan  menurunkan  tingkat  kesehatan  bank  yang 
berpengaruh langsung terhadap tingkat likuiditas dan solvabilitas, yang 
dapat mempengaruhi kepercayaan para nasabah.8 
 
 
3.   Penanganan Pembiayaan Bermasalah 
 
 
Dalam mekanisme transaksi pembiayaan pada bank syariah 
berharap agar nasabah dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan 
akad yang sudah disepakati di awal transaksi. Akan tetapi dalam keadaan 
tertentu bisa jadi nasabah mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban 
dalam melakukan pelunasan yang berakibat kerugian pada bank syariah. 
 
Untuk mengatasi hal-hal tersebut, upaya bank syariah untuk 
menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No.10/18/PBI/2008 tentang 
Restrukturasi  pembiayaan  bagi  bank  syariah  dan  melalui  unit  usaha 
syariah maka bank syariah : 
 
a.   Penjadwalan   kembali   (rescheduling),   yaitu   perubahan   jadwal 
 
pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya dan 
 
8Ibid
 
 
 
b.   Persyaratan  kembali  (reconditioning),  yaitu  perubahan  sebagian 
atau seluruhnya persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa 
pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak 
bank, antara lain meliputi : 
1.   Pengurangan jadwal pembayaran 
 
2.   Perubahan jadwal angsuran 
 
3.   Perubahan jangka waktu 
 
4.   Perubahan nisbah dalam pembiayaan 
 
c. Penataan kembali (restructuriasi), yaitu perubahan persyaratan 
pembiayaan antara lain : 
1.   Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank 
 
2.   Konversi akad pembiayaan 
 
3. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah 
berjangka waktu 
4. Konversi  pembiayaan  menjadi  persyaratan  modal 
sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai 
dengan rescheduling atau reconditioning 
 
Bank   hanya   dapat   melakukan   restructure   pembiayaan 
terhadap nasabah yang memenuni kriteria yaitu : nasabah 
diperkirakan  mengalami  penurunan  atau  kesulitan 
kemampuan  dalam  pembayaran/pemenuhan  kewajiban  dan
 
 
 
nasabah  memiliki  prospek  usaha  yang  baik  dan  mampu 
memenuhi kewajibannya setelah direstrukturisasi.9 
 
4.   Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 
 
Penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah diatur 
dalam Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang 
Restrukturisasi pembiayaan. Dalam pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa 
Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam 
rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, 
antara lain melalui: 
a) Penjadwalan   kembali   (rescheduling),   yaitu   perubahan 
jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka 
waktunya; 
b) Persyaratan  kembali  (reconditioning),  yaitu  perubahan 
sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain 
perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka 
waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak 
menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan 
kepada Bank; 
c) Penataan    kembali    (restructuring),    yaitu    perubahan 
persyaratan Pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling 
atau reconditioning, antara lain meliputi: 1) penambahan 
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2013). hlm 108-110
 
 
 
dana fasilitas Pembiayaan Bank; 2) konversi akad 
Pembiayaan; 3) konversi Pembiayaan menjadi surat 
berharga syariah berjangka waktu menengah; 4) konversi 
pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada 
perusahaan nasabah. 
Dalam mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang 
dalam  jangka  waktu  tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan 
Bank Indonesia yang berlaku. Pasal 2 (1) Bank dapat melaksanakan 
Restrukturisasi Pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. (2) 
Bank wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas 
Pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan Lancar. Kemudian 
pada BAB II mengenai restrukturisasi dalam Pasal 3 Bank dilarang 
melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari: 
a. penurunan penggolongan kualitas Pembiayaan; 
 
b. pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) yang lebih 
besar; atau 
c. penghentian pengakuan pendapatan margin atau ujrah secara 
akrual. 
Pasal 4  Restrukturisasi  Pembiayaan  hanya dapat  dilakukan  atas 
dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Pasal 5 (1) Restrukturisasi 
Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria 
sebagai berikut: 
a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
 
 
 
b. nasabah  memiliki  prospek  usaha  yang  baik   dan  mampu 
memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. 
Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk 
Pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. (3) 
Restrukturisasi  Pembiayaan  wajib  didukung dengan analisis dan bukti- 
bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik. Pasal 6 (1) 
Restrukturisasi Pembiayaan dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali 
dalam   jangka   waktu   akad   Pembiayaan   awal.   (2)   Restrukturisasi 
Pembiayaan kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan 
setelah Restrukturisasi Pembiayaan sebelumnya. Pasal 7 Restrukturisasi 
Pembiayaan  terhadap  nasabah  yang  memiliki  beberapa  fasilitas 
Pembiayaan dari Bank, dapat dilakukan terhadap masing-masing 
Pembiayaan. 
 
 
 
F.  Tinjauan Pustaka 
 
Penelitian yang dilakukan oleh Reza Yudistira pada tahun 2011 
yang  berjudul  “Strategi  Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  Pada 
Bank   Syariah   Mandiri”   dengan   menggunakan   penelitian   deskriptif 
evauatif, memberikan hasil penelitian; penyelesaian pembiayaan 
bermasalah yaitu dengan cara Revitalisasi pembiayaaan: restructuring, 
rescheduling, reconditioning, ekseskusi, tutup buku. 
Penelitian  selanjutnya  dilakukan  pada  tahun  2012  oleh  Dewi 
 
Ulpiani  dengan  judul  “Pengaruh  Pembiayaan  Bermasalah  Terhadap
 
 
 
Profitabilitas   Pada   BNI  Syariah   Cabang   Makassar”,   menggunakan 
metode kuantitatif dan memperoleh hasil penelitian; variabel pembiayaan 
bermasalah berpengaruh pada profitabilitas, mengatasi pembiayaan 
bermasalah dengan cara penerusan hubungan dan pemutusan hubungan. 
Di tahun 2016 Lailani Qodar melakukan penelitian kualitatif 
deskriptif dengan judul “Pembiayaan Bermasalah (Non Perfoming 
Financing) PT Bank Mandiri Syariah” dan memperoleh hasil penelitian; 
penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah belum ketatnya 
peraturan di unit bisnis, usaha nasabah menurun, penyalahgunaan dana. 
Penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan melalui staf penagihan. 
Di tahun berikutya, 2017 Devita Ayusafitri memperoleh hasil 
penelitian; penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah dengan cara 
melakukan upaya administrative, penjadwalan kembali, persyaratan 
kembali, penataan kembali, atau eksekusi jaminan dari penelitiannya yang 
berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Bmt 
Syari’ah Makmur  Bandar  Lampung”          dengan    metode    penelitian 
hukum normatif- empiris. 
Dari kajian penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan dengan 
penelitian sekarang yaitu terletak pada penanganan atau penyelesaian 
pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan 
metode penelitian. Dari keempat penelitian diatas, dua diantaranya 
dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri secara umum dengan menggunakan 
metode  deskriptif  evaluatif  dan  kualitatif  deskriptif.  Satu  penelitian
 
 
 
dilaksanakan di Koperasi BMT Syariah Makmur Bandar Lampung dengan 
metode penelitian hukum normatif empiris. Sedangkan satu sisanya 
dilaksanakan yaitu di BNI Syariah secara umum. Sementara penelitian 
yang sekarang akan membahas analisis mengenai pembiayaan bermasalah 
berdasarkan Peraturan Bank Indoneisia di BNI Syariah Kantor Cabang 
Surakarta dengan metode penelitian lapangan. 
 
 
G. Metode Penelitian 
 
1.   Jenis Penelitian 
 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 
lapangan (field research) yaitu memaparkan serta menggambarkan 
keadaan atau fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi 
maupun referensinya bersumber dari lapangan, yang digali secara 
intensif yang disertai dengan analisa dan penyusunan kembali atas 
data atau referensi yang telah dikumpulkan.10 
 
2.   Objek Penelitian 
 
Objek penelitian dilakukan pada BNI Syariah Cabang Surakarta 
yang beralamat di Jl. Brigjen Slamet Riyadi No.318, Sriwedari, 
Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57414. Alasan penulis dalam 
memilih  objek  penelitian  ini  yaitu  karena  BNI  Syariah  merupakan 
salah satu penyedia produk pembiayaan yang ada di Indonesia dengan 
 
 
 
 
 
 
10Nasution .Metode Research. Penelitian Ilmiah. (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 24
 
 
 
margin   yang   tergolong   rendah   di   bandingkan   dengan   produk 
pembiayaan di bank syariah lainnya. 
 
 
 
 
3.    Sumber Data 
 
Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data maka penulisan 
mengklasifikasikan sumber menjadi 2, yaitu: 
a.   Data Primer 
 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer.  Data  primer  merupakan  sumber  penelitian  langung 
pada   subjek   yakni   data   yang   diperoleh   langsung   dari 
narasumber dilakukan dengan teknik wawancara dan sebagai 
hasil dari kegiatan itu bisa berupa tulisan dan atau rekaman.11 
Objek penelitian yang digunakan yaitu karyawan Bank BNI 
 
Syariah yang berkompeten di bidang pembiayaan. Dalam hal 
ini penulis berniat untuk  menggali informasi dari nasabah yang 
bermasalah, akan tetapi ada kendala dari pihak bank. Karena 
menurut pihak bank data nasabah adalah sebuah privasi 
perusahaan. 
b.   Data Sekunder 
Data sekunder yaitu sumber data yang tidak diperoleh 
langsung dari pihak yang diperlukan datanya, dengan mengkaji 
 
 
 
 
11  Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah, 
(Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm:88
 
 
 
sumber   data   pustaka   yang   berisikan   informasi   mengenai 
sumber data primer yang masih berhubungan atau relevan 
dengan penelitian ini.12 
 
 
4.   Teknik Pengumpulan Data 
 
Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian 
ini adalah: 
a.   Wawancara 
 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara 
dengan karyawan di bank BNI Syariah dan dokumentasi. 
Wawancara  merupakan  salah  satu  cara  pengumpulan  data 
dalam suatu penelitian untuk mendapatkan informasi dengan 
cara bertanya langsung secara bertatap muka (face to face).13 
Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah  wawancara  secara  mendalam  dengan  proses 
memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab dengan 
informan dengan  atau tanpa menggunakan  pedoman (guide) 
wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam 
waktu yang relatif lama. 
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b.   Dokumentasi 
 
Yaitu mencari data yang berhubungan dengan objek 
penelitian.  Dalam  pelaksanaa dokumentasi  peneliti  mengkaji 
benda-benda tertulis seperti buku, majalah, koran. Serta 
beberapa data real dari dokumen-dokumen BNI Syariah yang 
berkaitan dengan pembiayaan murabahah, akad-akad, fatwa 
DSN-MUI, brosur dan lain sebagainya. 
 
 
5.   Analisis Data 
 
Analisis   data   adalah   proses   mencari   dan   menyusun   secara 
sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan 
bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat 
diinformasikan kepada orang lain. 
Setelah data terkumpul dari hasil lapangan maupun pustaka, maka 
dilakukan analisis data. Analisis data yang dilakukan peneliti untuk 
menganalisis  data-data  yang  diperoleh  dilakukan  secara  kualiatif 
dengan metode deduktif, yaitu menganalisis data yang bersifat khusus 
dari kejadian-kejadian, kemudian dari fakta-fakta tersebut dapat ditarik 
kesimpulan yang bersifat umum. 
 
 
H. Sistematika Penulisan 
 
Agar  lebih  terarah  dalam  pembahasan  penelitian  ini  penulis 
membuat  sistematika  pada  masing-masing  bab.  Penulis  membaginya
 
 
 
dalam enam bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-bab yang merupakan 
penjelasan   dari   bab   tersebut   dan   diakhiri   dengan   daftar   pustaka. 
Sistematika penulisan adalah sebagai berikut : 
Bab I, bab ini berisi pendahuluan yang akan membahas mengenai 
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
kerangka   teori,   kajian   pustaka,   metode   penelitan   dan   sistematika 
penulisan. 
Bab II, bab ini berisi tinjauan teori yang akan memaparkan 
mengenai tentang pembiayaan, penanganan pembiayaan, bermasalah dan 
mamaparkan Peraturan Bank Indonesia N0.10/18/PBI/2008. 
Bab III, bab ini memuat gambarang umum BNI Syariah dengan 
memaparkan mengenai profil dari PT BNI syariah, latar belakang 
berdirinya, visi dan misi PT BNI syariah, produkpembiayaan yang ada di 
BNI syariah kantor cabang Surakarta serta akan mengkaji tentang 
penanganan pembiayaadi BNI Syariah kantor cabang Surakarta 
Bab IV, Pada bab ini penulis memaparkan analisi  penyelesaian 
pembiayaan murabahah bermasalah di BNI syariah kantor cabang 
Surakarta. Di akhir bab akan dianalisis apakan penyelesaian pembiayaan 
bermasalah di BNI Syariah kantor cabang Surakarta sudah sesuai dengan 
dalam tinjuan Peraturan Bank Indonesia No 10/18/PBI/2008. 
Bab V, bab ini berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan 
dari penelitian dan saran yang penulis bagikan kepada pembaca
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
 
TINJAUAN TEORI 
 
A.  Pembiayaan 
 
1.   Pengertian Pembiayaan 
 
Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan 
yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang 
telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang 
lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan 
pendanaan yang dilakukan oelh lembaga pembiayaan seperti BMT 
kepada nasabah.14 
 
Dalam  kaitannya  dengan  pembiayaan  pada  peranan  Islam 
atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva 
produktif adalah penanaman dana bank Islam baik dalam rupiah 
maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, 
surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal, komitmen, 
dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah.15 
Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian i believe, i 
 
 
 
hlm.260 
14    Muhammad,  Manajemen  Bank  Syariah,  (Yogyakarta:  UUP  AMP  YKP,  2002),
 
 
15   Veithzal Rivai  dan  Arviyan Arifin,  Islamic  Banking: Sebuah  Teori,  Konsep, dan 
 
Aplikaksi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 681.
 
 
 
trust, yaitu “saya percaya” atau “saya   menaruh   kepercayaan”. 
Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan berarti bank 
menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan 
amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul mal. Dana 
tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai 
dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling 
menguntungkan bagi kedua belah pihak.16 
Akad atau perjanjian yang mencakup janji setia kepada Allah 
 
SWT dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan 
sesamanya  (antara  pihak  bank  dengan  nasabah).  Pembiayaan 
sendiri merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian 
fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak 
yang merupakan defisit unit.17 
Sedangkan  menurut  Undang-undang  No.10  Tahun  1998 
 
tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 
berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank  dengan 
pihak   lain   yang   mewajibkan   pihak   yang   dibiayai   untuk 
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 
 
 
 
 
 
 
16 Ibid., hlm. 698. 
 
 
17 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema 
Insani Press, 2001), hlm. 160.
 
 
 
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.18 
 
 
 
 
2.   Jenis Pembiayaan 
 
a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 
memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk 
peningkatan usaha.19  Pengertian pembiayaan produktif menurut 
Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin dalam bukunya yang berjudul 
Islamic  Banking  adalah  bentuk  pembiayaan  yang  bertujuan 
untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat 
pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada 
prosses penjualan barang-barang yang sudah jadi.20 
1)  Pembiayaan   Modal   Kerja   adalah   pembiayaan   untuk 
 
memenuhi    kebutuhan    peningkatan    produksi    yaitu 
peningkatan kualitas mutu dan      hasil    produksi, 
keperluan    perdagangan   atau   peningkatan   utility   of 
place dari suatu barang. 
2) Pembiayaan Investasi adalah untuk memenuhi kebutuhan 
barang-barang   modal   (capital   goods)   serta   fasilitas- 
fasilitas  yang erat kaitannya dengan itu. 
 
 
18 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 angka 12. 
 
 
19 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, hlm.161. 
 
 
20   Veithzal Rivai  dan  Arviyan Arifin,  Islamic  Banking: Sebuah  Teori,  Konsep, dan 
 
Aplikaksi, hlm. 716
 
 
 
b. Pembiayaan  Konsumtif,  yaitu  pembiayaan  yang  digunakan 
untuk memenuhi   kebutuhan   konsumsi,   yang   akan   habis 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan.21  Sedangkan Veithzal 
Rivai dan Arviyan  Arifin dalam bukunya yang berjudul Islamic 
Banking menyebutkan bahwa “pembiayaan konsumtif adalah 
pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh barang-barang 
atau kebutuhan-kebutuhan  lainnya guna memenuhi  keputusan 
dalam konsumsi.”22 
 
 
3.   Tujuan Pembiayaan 
 
a. Meningkatkan    ekonomi    umat.    Masyarakat    yang    tidak 
mendapatkan akses secara ekonomi, dengan adanya 
pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi sehingga 
dapat meningkatkan taraf ekonominya. 
b. Tersedianya  dana  bagi  peningkatan  usaha.  Melalui  aktifitas 
pembiayaan,  para  pengusaha  memperoleh  dana  tambahan 
untuk mengembangkan usahanya 
 
c. Meningkatkan produktifitas. Melalui dana pembiayaan, dapat 
memberikan peluang bagi masyarakat usaha untuk 
meningkatkan produksinya, sebab upaya produksi tidak akan 
dapat jalan tanpa adanya dana. 
 
 
21 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, hlm.161. 
 
 
22Veithzal  Rivai  dan  Arviyan  Arifin,  Islamic  Banking:  Sebuah  Teori, 
Konsep, dan Aplikaksi, hlm. 715.
 
 
 
d. Membuka  lapangan  kerja  baru.  Dengan  dibukanya  sektor- 
sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan dapat 
menyerap   tenaga   kerja,   hal   ini   berarti   manambah   atau 
membuka lapangan kerja baru.23 
 
 
4.   Fungsi Pembiayaan 
 
a.   Meningkatkan daya guna uang 
 
Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk 
memperluas besar usahanya baik untuk peningkatan produksi, 
perdagangan aupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun 
memulai usaha baru. Pada asasnya melalui peembiayaan terdapat 
suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. 
b.   Meningkatkan daya guna barang 
 
Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi 
bahan mentah menjadi  bahan jadi sehingga utility dari bahan 
tersebut meningkat. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat 
memindahkan  barang  dari  suatu  tempat  yang  kegunaannya 
kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. 
c.   Meningkatkan peredaran uang 
Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran 
pengusaha menciptakan pertambahaan peredaran uang giral dan 
 
23 Muhamad Turmudi, “Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 
Pada Lembaga Perbankan Syariah”. Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. 
Vol.1 No.1, Juni 2016, hlm. 99.
 
 
 
sejenisnya seperti giro, bilyet, cek, wesel dan sebagainya. 
Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan 
lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu 
kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah 
baik kualitatif apalagi secara kuantitatif. 
d.   Menimbulkan kegairahan berusaha 
 
Pengusaha akan selalu  berhubungan  bank untuk memperoleh 
bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan 
pembiayaan yang diterima pengusaha dari pihak bank inilah 
kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha 
dan produktivitasnya. 
e.   Stabilitas ekonomi 
 
Dalam ekonomi yang kurang sehat, langakah-langkah stabilitas 
pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain : 
1.    Pengendalian inflasi 
 
2.    Peningkatan ekspor 
 
3.    Rehabilitasi prasarana 
 
4.    Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat 
 
Untuk menekan arus infasi dan terlebih lagi untuk usaha 
pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang 
peranan yang penting. 
 
f.   Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional 
 
 
Pembiayaan  yang  disalurkan  untuk  merangsang  pertambahan
 
 
 
kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara. 
Disamping itu dengan makin efektifnya kegiatan swasembada 
kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa 
keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha 
kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna. 
Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan 
buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan , maka 
pendapatan  negara  via  pajak  akan  bertambah,  penghasilan 
devisa   bertambah   dan   penggunaan   devisa   untuk   urusan 
konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui 
pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah. 
g.   Alat hubungan ekonomi internasional 
 
Melalui bantuan kredit /pembiayaan antar negara (G to G, 
Goverment   to   Goverment),   maka   hubungan   antar   negara 
pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang 
menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.24 
 
 
5.   Kualitas Pembiayaan 
 
Pembiayaan bank menurut kualitasnya pada hakikatnya 
didasarkan atas resiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi 
dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban- 
kewajiban untuk membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi 
pembiayaannya kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan 
 
 
24 Ibid, hlm.102
 
 
 
kualitas tersebut oleh waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran 
angsuran   maupun   pelunasan   pokok   pembiayaan   dan   diperinci 
sebagai berikut.14 
 
a.   Pembiayaan Lancar (golongan 1) 
 
Pembiayaan  yang  digolongkan  lancar  apabila  memenuhi 
kriteria dibawah ini : 
a)  Pembayaran angsuran pokok dan margin tepat waktu 
b)  Memiliki mutasi rekening yang aktif 
c)  Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan 
tunai (cash collateral). 
b.   Dalam perhatian khusus (golongan 2) 
 
Pembiayaan yang digolongkan ke dalam perhatian khusus 
apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. 
a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil 
yang belum melampaui 90 hari 
b) Kadang-kadang terjadi cerukan 
c) Mutasi rekening relatif aktif 
d) Jarang   terjad   pelanggaran   terhadap   kotrak   yang 
diperjanjikan. 
e) Didukung oleh pinjaman baru. 
c.   Kurang Lancar (golongan 3) 
Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang 
lancar apabila memenuhi kriteria berikut ini :
 
 
 
a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin 
yang telah melampaui 90 hari. 
b) Sering terjadi cerukan 
 
c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah 
 
d) Terjadi      pelanggaran      terhadap      kontrak      yang 
diperjanjikan lebih dari 90 hari 
e) Terdapat  indikasi  masalah  keuangan  yang  dihadapi 
debitur Dokumentasi pinjaman yang lemah15 
d.   Diragukan (golongan 4) 
 
Pembiayaan   yang   digolongkan   ke   dalam   pembiayaan 
diragukan apabila memenuhi kriteria berikut ini : 
a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin 
yang telah melampaui 180 hari. 
b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen 
c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari 
d) Terjadi kapitalisasi margin 
e) Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian 
pembiayaan maupun dengan pengikatan jaminan. 
e.   Macet (golongan 5) 
 
Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet 
apabila memenuhi kriteria berikut ini : 
a) Terdapat tunggakan pembayaran  angsuran pokok 
dan/atau margin yang telah melewati 270 hari.
 
 
 
b) Kerugian  operasional  ditutup  dengan  pinjaman 
baru 
c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan 
tidak dapat dicairkan pada nilai wajar16 
Hal ini sebagaimana mengacu pada ketentuan PBI 
No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang 
penetapan kualitas pembayaran, yang mana kualitas 
pembayaran dinilai berdasarkan aspek prospek usaha, 
kinerja nasabah dan kemampuan membayar. Penetapan 
kualitas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan 
materialitas dan signifikan dari faktor penilaian komponen 
serta relevansinya dari faktor penilaian terhadap 
karakteristik ketepatan pembayaran angsuran nasabah 
tersebut. 
 
 
B.   Pembiayaan Bermasalah 
 
1.    Pengertian Pembiayaan Bermasalah 
 
Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah 
disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan 
pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian 
yang telah di tanda tangani/disepakati oleh bank dan nasabah
 
 
 
sehingga mengalami keterlambatan dalam membayar 
pembiayaan.25 
Hubungan hukum antara nasabah dan bank syariah akan 
berjalan lancar jika para pihak mentaati apa yang telah mereka 
sepakati dalam akad yang mereka buat. Namun, jika salah satu 
pihak lalai atau melakukan kesalahan dalam pemenuhan 
kewajibannya maka pelaksanaan akad akan mengalami 
hambatan atau permasalahan bahkan dimungkinkan mengalami 
kemacetan. 26 
Dalam      hal      pembayaran      yang      menyebabkan 
 
keterlambatan dalam pembayaran diperlukan tindakan yuridis 
dalam pengembalian atau kemungkinan potential loss. Kondisi 
ini disebut dengan pembiayaan bermasalah. Atau juga diartikan 
pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang 
lancar, diragukan dan macet (Non Performing Finance).27 
 
 
 
2.    Prinsip-Prinsip Analisa Pembiayaan 
 
Pembiayaan   adalah   aktifitas   menyalurkan   dana   yang 
terkumpul kepada anggota penggunan dana, memilih jenis usaha 
yang  akan  dibiayai  agar  diperoleh  jenis  usaha  yang  produktif, 
 
 
25 Fathurahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2014) hlm. 32. 
26   Prabowo, Bagya  Agung.  Aspek  Hukum  Pembiayaan Murabahah pada  Perbankan 
Syariah (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta) hlm. 135 
 
27 Fathurahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2014) hlm. 65
 
 
 
menguntungkan   dan   dikelola   oleh   anggota   yang   jujur   dan 
bertanggung jawab.28 
Prinsip-prinsip analisa pembiayaan juga harus digunakan 
dalam melakukan penelitian permohonan pembiayaan, seorang 
petugas bagian pembiayaan pada BMT harus memperhatikan 
beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara 
keseluruhan calon debitur, dalam lembaga perbankan, prinsip 
penilain tersebut dikenal dengan Unsur 5C, 8P dan 3R.Unsur 5C 
terdiri dari : 
a.   Character, penilaian terhadap karakter atau kepribadian 
calon debitur dengan tujuan untuk memperkirakan 
kemungkinan bahwa anggota pengguna dana atau 
nasabah yang mengajukan pembiayaan ddengan 
memenuhi kewajiban. 
b. Capacity,    penilaian    secara    subyektif    tentang 
kemampuan tentang debitur untuk melakukan 
pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan 
prestasi debitur masa lalu yang didukung dengan 
pengamatan di lapangan atas usaha nasabah, cara 
berusaha dan tempat usaha. 
c.   Capital, yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan 
 
yang  dimiliki,  khususnya  nasabah  yang  mempunyai 
 
 
28  Ahmad Sumiyanto, BMT Menuju Koperasi Modern, (Yogyakarta : Ises Publishing, 
2008) hlm. 165
 
 
 
sebuah   usaha. Capital   dinilai   dari   laporan   tahunan 
perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari 
penilaian tersebut, pihak bank dapat menentukan layak 
atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman, lalu 
seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan. 
d.   Collateral, yaitu jaminan milik calon debitur. Penilaian 
untuk lebih meyakinkan jika suatu resiko kegagalan 
pembayaran terjadi, maka jaminan dipakai sebagai 
pengganti dari kewajiban. 
e. Conditions, yaitu bagian pembiayaan harus melihat 
kondisi perekonomian secara umum khususnya yang 
terkait dengan usaha calon debitur. Hal tersebut 
dilakuakan karena keadaan eksternal usaha yang 
dibiayai.29 
 
Sedangkan 8P terdiri dari :30 
 
 
a. Personality,  yaitu  penilaian  calon  debitur  dari 
kepribadian atau tingkah lakunya. 
b.   Party, penilaian dengan mengkasifikasikan anggota ke 
dalam  golongan  tertentu  berdasarkan  modal,  loyalitas 
dan karakternya. 
 
 
 
 
 
29Ibid., hlm.166 
 
30 Ibid.
 
 
 
c. Purpose, yaitu penilaian dengan mengetahui tujuan 
penggunaan pembiayaan. 
d.  Prospect,  yaitu  penilaian  terhadap  ukuran  prospek 
usaha calon debitur. 
e.  Payment, yaitu penilaian terhadap ukuran cara calon 
debitur mengambil pembiayaan. 
f. Profitability, yaitu penilaian terhadap kemampuan calon 
debitur dalam mencari laba. 
g.   Protection, yaitu penialaian terhadap kemampuan calon 
debitur dalam memberikan perlindungan usaha dan 
jaminan yang ada. 
Adapun 3R terdiri dari : 
 
a.   Return,  yaitu  pengambilan  dalam  bentuk  keuntungan 
atas penggunaan pembiayaan yang diberikan. 
b. Repayment,  yaitu  kemampuan  dan  kesanggupan 
anggota untuk membayar kembali semua pembiayaan 
yang diterima. 
c.   Risk,  yaitu  kemampuan  untuk  mengantisipasi  risiko 
 
kegagalan.31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 Ibid., hlm.167
 
 
 
C.   Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah 
 
 
Pembiyaan bermasalah menjadi musuh nomor satu dalam 
sebuah lembaga keuangan syariah, keberadaannya mempengaruhi 
rentabilitas   usaha   dan   menurunkan   tingkat   kualitas   aktiva 
produktif. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya 
pembiayaan bermasalah antara lain :32 
 
a.   Faktor Internal 
 
1) Analisis  kurang  tepat,  sehingga  tidak  dapat 
memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun 
waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit 
diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga 
nasabah tidak mampu membayar angsuran yang 
melibihi kemampuan. 
2)  Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani 
kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan 
kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, 
bank   melakukan   over   transaksi   terhadap   nilai 
agunan. 
3)  Keterbatasan  pengetahuan  pejabat  bank  terhadap 
jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan 
analisis dengan tepat dan akurat. 
 
 
 
32  Nur Syamsudin 2012. Koperasi Syariah Teori dan Praktik, (Banten: Shuhuf Media 
Insasi, ). Hlm.212-213
 
 
 
4)  Campur  tangan  terlalu  besar  dari  pihak  terkait, 
misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas 
tidak independen dalam memutuskan kredit. 
5) Kelemahan  dalam  melakukan  pembinaan  dan 
monitiring kredit debitur 
b.   Faktor eksternal33 
 
1)  Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah. 
 
• Nasabah  sengaja  untuk  tidak  melakukan 
pembayaran angsuran kepada bank, karena 
nasabah tidak memiliki kemauan dalam 
memenuhi kewajibannya. 
• Debitur  melakukan  ekspansi  terlalu  besar, 
sehingga  dana  yang  dibutuhkan  terlalu  besar. 
Hal   ini   akan   memiliki   dampak   terhadap 
keuangan perusahaan dalam memenuhi 
kebutuhan modal kerja. 
•  Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan 
menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai 
dengan tujuan penggunaan (side streaming). 
Misalnya,  dalam  pengajuan  kredit,  disebutkan 
kredit     untuk     investasi,     ternyata     dalam 
 
 
 
 
 
 
33 Ibid.
 
 
 
praktiknya    setelah    dana    kredit    dicairkan, 
digunakan untuk modal kerja. 
 
 
 
2)  Unsur ketidaksengajaan34 
 
• Debitur  mau  melaksanakan  kewajiban  sesuai 
perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan 
sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar 
angsuran. 
• Perusahaannya  tidak   dapat   bersaing   dengan 
pasar, sehingga volume penjualan menurun dan 
perusahaan rugi. 
• Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah 
yang berdampak pada usaha debitur. d) Bencana 
alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur. 
 
 
 
D.   Penanganan Pembiayaan Bermasalah Menurut PBI No. 10/18/PBI 
 
2008 
 
Penanganan   pembiayaan   adalah   upaya   da   langkah   yang 
digunakan  bank  dalam  usaha  mengatasi  permasalahan  pembiayaan 
yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 Ibid.
 
 
 
baik.  Namun  debitur  mengalami  kesulitan  pembayaran  pokok  dan 
kewajiban lainyya, agar debutur  dapat memenuhi kewajibannya.35 
 
Dalam peraturan  perundang-undangan yang berlaku pada bank 
syariah, terdapat ketentuan PBI No.13/19/PBI/2010 tentang perubahan 
atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturasi pembiayaan bagi 
bank syariah dan melalui unit usaha syariah maka bank syariah : 
 
a) Penjadwalan   kembali   (rescheduling),   yaitu   perubahan 
jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka 
waktunya. 
b) Persyaratan     kembali     (reconditioning),     yaitu     upaya 
penyelematan pembiyaan dengan cara mengubah sebagian 
atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas 
pada perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu dan/atau 
persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan 
maksimum pembiayaan. 
c) Penataan    kembali    (retructuring),    yaitu    upaya    yang 
dilakukan  bank  untuk  menata  kembali  atau 
merestrukturisasi  pembiayaan  agar  nasabah  dapat 
memenuhi  kewajibannya,  yang  berdasarkan  pembuktian 
secara kuantitatif merupakan alternatif terbaik.36 
 
 
 
35 Ibid, hlm.71 
 
 
36   Prabowo, Bagya  Agung.  Aspek  Hukum  Pembiayaan Murabahah pada  Perbankan 
Syariah (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta) hlm. 137
 
 
 
 
 
 
 
Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah upaya dan 
tindakan  untuk  menarik  kembali  pembiayaan  debitur  yang 
sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan. 
Pembiayan  macet  merupakan  salah  satu  pembiayaan 
bermasalah  yang  perlu  diselesaikan  apabila  upaya 
restrukturisasi tidak dilakukan atau tidak berhasil. 
 
Secara garis besar strategi penyelesaian pembiayaan 
bermasalah dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungan 
antara bank dan nasabah, yaitu : pertama, dimana pihak debitur 
masih kooperatif, sehingga penanganan dilakukan secara 
kerjasama antara bank dengan debitur, atau bisa disebut dengan 
penyelesaian secara damai (persuasif), dan kedua, yaitu dimana 
pihak debitur tidak kooperatif, sehingga penanganan dilakukan 
secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang 
dimiliki oleh bank, yang dalam hal ini disebut sebagai 
penyelesaian secara paksa.37 
 
Dengan dasar dan prinsip diatas maka penyelesaian 
pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara : 
 
a) Dilakukan oleh bank itu sendiri dan dilakukan secara 
 
bertahap  yaitu,  penagihan  kembali  secara  persuasif 
 
37 Fathurahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2014) hlm. 95
 
 
 
dengan kemungkinan nasabah melunasi dan tidak 
mampu melunasi. Jika tidak berhasil bank akan 
memberikan peringatan kepada debitur    berupa 
peringatan tertulis (somasi). Dalam hal ini jika masih 
belum berhasil maka bank dapat menempuh tahap 
selanjutnya dimana bank menjual barang jaminan 
dibawah tangan atas dasar kuasa dari debitur atau 
pemilik agunan.38 
b) Penyelesaian melalui kantor lelang. 
 
• Penjualan  barang  jaminan  yang  telah  diikat 
dengan  hak  tanggungan  pertama  mempunyai 
hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek 
hak tanggungan apabila debitur cidera janji 
(pasal 11 ayat (2) huruf e jis. Pasal 20 ayat (1) 
huruf  a  dan  Pasal  6  UU  No.4  Tahun  1996 
tentang hak tanggungan. 
• Penjualan agunan melalui eksekusi gadai atas 
dasar parate eksekusi (Pasal 155 KUH Perdata) 
• Penjualan  benda yang  menjadi  objek jaminan 
fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri 
melalui   pelelangan   umum   serta   mengambil 
pelunasan   piutangnya   dari   hasil   penjualan 
 
 
 
38 Ibid, hlm.96
 
 
 
(Pasal  29  ayat  (1)  huruf  b  UU  No.42  tahun 
 
1999).39 
 
c) Penyelesaian   melalui   badan   pengadilan   (Al-qadha) 
 
Pengadilan Agama. 
 
Kewenganan peradilan agama untuk 
menyelesaiakan  perkara  ekonomi  syariah  baru  ada 
sejak   diundangkannya   Undang-Undang   Nomor   3 
Tahun  2006  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang 
No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal ini 
dapat  dilihat  dalam  pasal  49  huruf  (i)  yang 
menyebabkan bahwa pengadilan agama bertugas dan 
berwenang  memeriksa,  memutuskan  dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang- 
orang yang beragama Islam dibidang “Ekonomi 
Syariah” 40 Kewenangan dalam pasal ini merupakan 
kompetensi absolut bagi peradilan agama sebagai salah 
satu pilar kekuasaan kehakiman di Indonesia.41 
d) Penyelesaian melalui Badan Arbitrase (Tahkim) 
 
 
 
 
 
 
 
39 Ibid, hlm. 97 
 
40Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) 
 
41  Anshori, Abdul Gofar. 2008. Tanya Jawab Perbankan Syariah, (Yogyakarta : UII 
Press) hlm : 108
 
 
 
Lembaga Arbitrase ini dapat digunakan dalam 
penyelesaian perkara ekonomi syariah, apabila dalam 
perjanjian atau akad pembiayaan terdapat klausul 
tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase (factum 
de   compromittendo),   atau   telah   dibuat   perjanjian 
arbitrase setelah sengketa terjadi.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42  Djamil, Fathurrahman.. Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) cetakan kedua, hlm. 
 BAB III 
 
GAMBARAN UMUM 
 
A.  Profil BNI Syariah 
 
1.   Latar Belakang Berdirinya BNI Syariah 
 
 
Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan 
sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan (tiga) pilarnya yaitu 
adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat 
terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada 
Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 
didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di 
Yogyakarta,  Malang,  Pekalongan,  Jepara  dan  Banjarmasin. 
Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang 
dan 31 Kantor Cabang Pembantu.43 
 
Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah 
di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih 
kurang  1500  outlet  yang  tersebar  diseluruh  wilayah  Indonesia.  Di 
dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI syariah tetap 
memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan 
Pengawas  Syariah  (DPS)  yang  saat  ini  diketuai  oleh  KH.  Ma‟ruf 
Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS 
sehingga telah memenuhi aturan syariah. 
 
 
 
 
 
43 www.bnisyariah.co.id. Di akses pada Selasa, 8 Maret 2019
 
 
 
Berdasarkan  Keputusan  Gubernur  Bank  Indonesia  Nomor 
 
12/42/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin 
usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan 
UUS BNI tahun 2003 ditetapakan bahwa status UUS bersifat temporer 
dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana 
pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai 
Bank Umum Syariah (BUS. Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 
tidak  terlepas  dari  faktor  eksternal  berupa  ospek  regulasi  yang 
kondusif yaitu dengan diterbitkan UU No.19 tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap 
pengembangan   perbankan   syariah   semakin   kuat   dan   kesadaran 
terhadap keunggulan produk perbankan syariah  kuat dan kesadaran 
terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin 
meningkat. 
 
Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapat 65 Kantor 
Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor   Kas, 22 Mobil 
Layanan  Gerak  dan  20  Payment  Point.  BNI  Syariah  terdaftar  dan 
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 www.bnisyariah.co.id. Di akses pada Selasa, 8 Maret 2019
 
 
 
 
 
 
 
2.   Visi dan Misi BNI Syariah KC Surakarta45 
 
 
Visi BNI Syariah 
 
Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam 
layanan dan kinerja. 
 
 
 
Misi BNI Syariah 
 
1.   Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada 
kelestarian lingkungan. 
2.   Memberikan   solusi   bagi   masyarakat   untuk   kebutuhan   jasa 
perbankan syariah 
3.   Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor 
 
4.   Menciptakan  wahana  terbaik  sebagai  tempat  kebanggaan  untuk 
berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. 
5.   Menjadi acuan tata kelola peusahaan yang amanah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 Ibid
 
 
 
3.   Struktur Organisasi BNI Syariah KC Surakarta46 
 
 
 
 
 
Sumber : www.bnisyariah.co.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46 Ibid
 
 
 
B.  Produk-Produk BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta47 
 
a)  Produk Penghimpunan Dana 
 
1.   BNI Giro iB Hasanah Adalah simpanan transaksional dalam 
mata uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip 
syariah dengan pilihan akad Mud{ha>rabah Mutlaqah atau 
Wadi>ah  Yad{h  D{hamanah  yang  penarikannya  dapat dilakukan 
setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, Sarana 
Perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. 
Manfaat : a) Giro dapat dibuka atas nama perorangan  maupun  
perusahaan.  b)  Tersedia  dalam  pilihan mata uang, yaitu 
Rupiah dan US Dollar. c) Dapat dijadikan sebagai agunan 
pembiayaan. 
2.  BNI  Deposito  iB  Hasanah  Yaitu  investasi  berjangka  yang 
dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi 
nasabah  perorangan  dan  perusahaan,  dengan  menggunakan 
akad mud{ha>rabah. Fasilitas terdiri dari Bilyet Deposito. 
Terdapat  pilihan  mata  uang  Rupiah  dan  US  Dollar  dan 
Terdapat pilihan jangka waktu 1,3,6,12 bulan. 
3.   BNI Dollar iB Hasanah Tabungan yang dikelola dengan akad 
wadi>ah dan mud{ha>rabah yang memberikan berbagai fasilitas 
serta kemudahan bagi Nasabah Perorangan dan Non 
Perorangan dalam mata uang USD. 
 
 
 
 
47www.bnisyariah.co.id. Di akses pada Selasa, 8 Maret 2019
 
 
 
Keunggulan: Dapat dibuka untuk perorangan dan non 
perorangan, Buku Tabungan dan E-Banking (SMS Banking, 
Phone Banking, Internet Banking, Mobile Banking). 
4.   BNI SimPel iB Hasanah Tabungan dengan akad wadiah untuk 
siswa berusia di bawah 17 tahun dengan persyaratan mudah 
dan  sederhana  serta  fitur  yang  menarik  untuk  mendorong 
budaya menabung sejak dini. Keunggulan: Simpel iB Card 
sebagai kartu ATM pada jaringan ATM (ATM BNI, ATM 
Bersama, ATM Link, ATM Prima & Cirrus) dan kartu belanja 
(Debit Card) di merchant yang menggunakan EDC BNI,Nama 
anak tertera pada buku Tabungan dan Simpel iB Card, Dapat 
melakukan transaksi di counter teller BNI dan BNI Syariah 
seluruh  Indonesia  dan  terakhir  dapat  SMS  notifikasi  ke HP 
Orangtua. 
5. BNI Baitullah iB Hasanah Adalah tabungan dengan akad 
Mud{hara>bah  atau  Wadi>ah  yang  dipergunakan  sebagai sarana 
untuk mendapatkan kepastian 48 porsi berangkat menunaikan 
ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah  
Umrah  sesuai  keinginan  penabung  dengan  sistem setoran 
bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD. Manfaat 
: Membantu Nasabah dalam merencanakan ibadah haji dan 
umrah, Memudahkan Nasabah untuk mendapatkan porsi 
keberangkatan haji karena sistem BNI Syariah telah terhubung
 
 
 
langsung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu 
(SISKOHAT) yang berada dalam satu provinsi dengan domisili 
nasabah, Bebas biaya pengelolaan rekening bulanan, dan Bebas 
biaya penutupan rekening (khusus tabungan rupiah). 
6. BNI Prima iB Hasanah Adalah tabungan dengan akad 
mud{ha>rabah yang memberikan berbagai fasilitas serta 
kemudahan bagi Nasabah segmen high networth individuals 
secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil 
7. BNI Bisnis iB Hasanah Adalah tabungan dengan akad 
mud{ha>rabah yang dilengkapi dengan detil mutasi debet dan 
kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif 
dalam mata uang rupiah. Manfaat: Detail mutasi transaksi pada 
buku tabungan, BNI Syariah Card Gold sebagai kartu ATM 
pada jaringan ATM (ATM BNI, ATM Bersama, ATM Link, 
ATM Prima & Cirrus) dan kartu belanja (Debit Card) di 
merchant berlogo Master Card di seluruh dunia, 49 Dapat 
melakukan transaksi di counter teller BNI dan BNI Syariah 
seluruh Indonesia, Fasilitas Executive Lounge di Bandara yang 
bekerjasama   dengan   BNI   Syariah,   Pembukaan   rekening 
otomatis berinfaq Rp 500, Dapat dijadikan sebagai agunan 
pembiayaan. 
8.   BNI  iB  Hasanah  Tabungan  dengan  akad  Mudharabah  atau 
 
wadi>ah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan
 
 
 
dalam mata uang Rupiah. Keunggulan: Hasanah Debit Silver 
sebagai kartu ATM pada jaringan ATM (ATM BNI, ATM 
Bersama, ATM Link, ATM Prima & Cirrus) dan kartu belanja 
(Debit Card) di merchant berlogo MasterCard di seluruh dunia, 
Dapat melakukan transaksi di counter teller BNI dan BNI 
Syariah seluruh Indonesia, Pembukaan rekening otomatis 
berinfaq Rp 500, Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan. 
9.   BNI Tapenas iB Hasanah Tabungan berjangka dengan akad 
mud{ha>rabah untuk perencanaan masa depan yang dikelola 
berdasarkan  prinsip  syariah  dengan  sistem  setoran  bulanan 
yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa 
depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan 
ataupun rencana masa depan lainnya. 
10. BNI  TabunganKu  iB  Hasanah  Produk  simpanan  dana  dari 
Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah 
dengan akad Wadi>ah dalam mata 50 uang Rupiah untuk 
meningkatkan kesadaran menabung masyarakat. Keunggulan: 
Hasanah Debit Silver sebagai kartu ATM pada jaringan ATM 
(ATM BNI, ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima & Cirrus) 
dan kartu belanja (Debit Card) di merchant berlogo MasterCard 
di seluruh dunia, Bebas biaya pengelolaan rekening bulanan, 
Pembukaan   rekening   otomatis   berinfaq   Rp   500,   Dapat 
dijadikan sebagai agunan pembiayaan.
 
 
 
 
 
 
b)  Pembiayaan 
 
1.   BNI Griya iB Hasanah. Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk 
membeli, membangun, merenovasi rumah/toko ataupun untuk 
membeli kavling siap bangun (KSB). 
Keunggulan : 
 
a.  Jangka  waktu  pembiayaan  sampai  dengan  15  tahun 
atau 20 tahun (untuk nasabah fixed income) 
b.  Harga bersaing 
 
c.  Uang muka ringan 
 
d.  Angsuran tetap sampai dengan lunas 
e.  Bebas biaya provisi dan appraisal 
f.   Bebas biaya administrasi (khusus akad mura>bah{ah) 
 
dan tanpa denda 
 
2.   BNI Multiguna iB Hasanah. Fasilitas pembiayaan konsumtif 
yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian 
barang dan penggunaan jasa dengan agunan berupa rumah 
tinggal. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad 
mura>bah{ah atau ija>rah. 
Keunggulan : 
 
a. Uang muka ringan/tidak dipersyaratkan 
 
b. Minimal pembiayaan Rp 50 Juta sampai dengan Rp 2 
 
Milyar
 
 
 
c. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 10 tahun 
 
d. Angsuran tetap sampai dengan lunas dan tanpa denda 
 
 
3.   BNI Oto iB Hasanah Fasilitas      pembiayaan    untuk 
pembelian  kendaraan      bermotor    (mobil/motor)     baru 
dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan 
pembiayaan   ini.   Akad   yang   digunakan   adalah   akad 
mura>bah{ah. 
 
Keunggulan : 
 
 
a. Maksimal pembiayaan sampai dengan Rp1 Milyar 
b. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun 
c. Harga bersaing 
d. Angsuran  tetap  sampai  dengan  lunas  dan  tanpa 
denda 
4.   BNI Fleksi iB Hasanah. Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi 
pegawai/karyawan  suatu  perusahaan/lembaga/instansi  untuk 
pembelian barang dan penggunaan jasa sesuai syariat Islam 
Keunggulan : 
a. Maksimal pembiayaan sampai dengan Rp 30 Juta atau 
 
Rp 300 Juta (untuk nasabah kerjasama payroll) 
 
b. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun 
c. Harga bersaing 
d. Angsuran tetap sampai dengan lunas
 
 
 
 
 
 
5.   BNI Fleksi Umrah iB Hasanah. Fasilitas pembiayaan konsumtif 
untuk memenuhi kebutuhan pembelian manfaat jasa paket 
perjalanan ibadah Umrah bekerja sama dengan biro perjalanan 
Umrah. 
Keunggulan: 
 
a. Dapat     membiayai     perjalanan      Ibadah      Umrah 
orangtua/mertua,  suami/istri  dan  anak-anak   dengan 
total pembiayaan sampai dengan Rp 200 Juta 
b. Jangka waktu  pembiayaan  sampai dengan 5   tahun 
 
(untuk nasabah kerjasama Payroll BNI/BNI Syariah) 
 
c. Angsuran tetap sampai dengan lunas 
d. Tanpa denda 
6.   BNI Emas iB Hasanah. Fasilitas pembiayaan konsumtif yang 
diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk 
batangan yang diangsur secara rutin/tetap setiap bulannya. 
Keunggulan : 
a. Angsuran setiap bulannya selama masa pembiayaan 
sampai dengan lunas 
b. Pembayaran   angsuran   melalui   debet   rekening 
secara otomatis 
c. Jangka waktu pembiayaan minimal 2 tahun sampai 
dengan 5 tahun
 
 
 
d. Harga bersaing 
e. Tanpa denda 
7. BNI Wirausaha Beragun Properti iB Hasanah. Fasilitas 
pembiayaan produktif yang diberikan kepada segmen usaha 
kecil guna memenuhi kebutuhan investasi aset produktif seperti 
rumah kost/ruko/rukan dan gudang. 
Keunggulan : 
 
a. Proses cepat dan mudah 
 
b. Uang muka ringan, minimal 20% 
 
c. Maksimal pembiayaan sampai dengan Rp 10 Milyar 
d. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun 
e. Halal dan berkah 
8.   BNI  Wirausaha  iB  Hasanah.Fasilitas  pembiayaan  produktif 
yang diberikan untuk pertumbuhan usaha yang feasible guna 
memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi. 
Keunggulan : 
 
a. Proses cepat dan mudah 
 
b. Uang muka ringan, minimal 20% 
 
c. Minimal pembiayaan Rp 50 Juta sampai dengan Rp 1 
 
Milyar 
 
d. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 7 tahun 
e. Halal dan berkah
 
 
 
9.   BNI Usaha Kecil iB Hasanah. Fasilitas pembiayaan produktif 
yang diberikan untuk pengembangan usaha produktif yang 
fleksible guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi 
usaha. 
 
Keunggulan : 
 
a. Proses cepat dan mudah 
 
b. Uang muka ringan, minimal 20% 
 
c. Minimal pembiayaan Rp 10 Milyar sampai dengan Rp 
 
10 Milyar 
 
d. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 7 tahun 
e. Halal dan berkah. 
 
 
 
C.  Faktor Terjadinya Pembiayaan di BNI Syariah KC Surakarta 
 
Pada produk pembiayaaan sering terjadi permasalahan disebabkan 
oleh berbagai faktor, ada faktor eksternal dan ada faktor internal dari 
perusahaan.48 
a.   Faktor Eksternal 
 
Faktor eksternal yaitu pembiayaan bermasalah yang 
disebabkan oleh nasabah pembiayaan itu sendiri. Ada berbagai 
faktor yang menyebabkan pembiayaan nasabah bermasalah: 
•   Pemindahan     pekerjaan     yang     mengakibatkan 
 
penghasilan       nasabah       berkurang       sehingga 
 
 
48 Nugroho Tri Wibowo, bagian Processing, Wawancara Pribadi, 11 Juli 2019 jam 09.00- 
10.50 WIB
 
 
 
kemmampuan   nasabah   membayar   kewajibannya 
juga berkurang. 
• Permasalahan rumah tangga sering terjadi sehingga 
pihak nasabah   tidak   melanjutkan   pembayaran 
terhadap kewajiban. 
• Karakter nasabah seringkali “ngeyel” padahal sudah 
di ingatkan berkali-kali tetapi masih saja menunda 
pembayaran kewajibannya. 
• Saat ini paling marak terjadi yaitu sistem “pinjam 
nama” yang mana nasabah mengajukan pembiayaan 
atas namanya sendiri akan tetapi kewajibannya di 
bayar oleh orang lain, sehingga ketika terjadi 
permasalahan dalam pembayaran angsuran nasabah 
dan pihak ketiga seringkali saling lempar tanggung 
jawab” 
b.   Faktor internal 
 
Faktor internal yaitu faktor yang disebabkan oleh pihak 
perusahaan dimana saat meneliti calon nasabah yang akan 
mengajukan  pembiayaan  kurang  teliti  dalam  menelaah  5C, 
yaitu (Character, Capacity, Collateral, Capital, dan 
Conditional) dalam menganalisis kelayakan calon nasabah, 
sehingga dengan menjaga obyektifitas tersebut dalam 
memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.
 
 
 
D.  Penanganan Pembiayaan bermasalah di BNI Syariah Kantor Cabang 
 
Surakarta 
 
Sengketa   pembiayaan   bermasalah   di   BNI   Syariah   KC 
Surakarta  sering  terjadi  termasuk  dalam  pembiayan  murabahah. 
Hingga Juli 2019 angka NPF di BNI Syariah KC Surakarta diperkiran 
mencapai angka 4,13% dari jumlah seluruh produk pembiayaan. Pada 
dasarnya timbulnya pembiayaan bermasalah tidak secara tiba-tiba, 
namun seringkali diawali dengan tanda-tanda penyimpangan seperti 
keterlambatan pembayaran angsuran yang kemudian menyebabkan 
timbulnya masalah.49 
Penanganan  pembiayaan  bermasalah  sudah  dilakukan  sejak 
 
awal pembiayaan. Kelancaran angsuran nasabah setiap bulan dipantau 
dengan fitur Early Warning System (EWS) pada data keseluruhan 
nasabah pembiayaan. 
Saat pemantauan menggunakan EWS, data yang menunjukan 
kata “No” artinya saldo blokir dalam rekening nasabah tersebut 
statusnya terjaga, maka dapat dikatakan pembiayaan nasabah 
dinyatakan   lancar   atau   baik-baik   saja.   Sebaliknya,   jika   data 
menunjukan EWS “yes” artinya saldo blokir dalam nasabah tersebut 
statusnya  hilang.  Dalam  hal  ini  pihak  bank  harus  mulai  waspada 
karena pembiayaan bisa masuk ke kategori dalam perhatian khusus. 
Maka petugas bank harus memulai pemantauan secara intens dengan 
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cara mengingatkan melalu SMS Blast atau melalui telepon, apabila 
tidak mendapat respon dari pihak nasabah, maka petugas bank 
melakukan visit ke rumah atau ke tempat nasabah bekerja. 
Selain itu, jika pembiayaan nasabah sudah memasuki kategori 
kurang lancar, maka pihak bank dapat melakukan beberapa langkah 
untuk menangani pembiayaan nasabah yang bermasalah. Langkah- 
langkah ini disesuaikan dengan nasabah setelah adanya musyawarah 
atau bincang-bincang  antara pihak bank dengan nasabah.  Langkah- 
langkah tersebut yaitu berupa50 : 
1.  Rescheduling 
 
Adalah suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan 
terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan 
dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu kredit 
termasuk tenggang, perubahan jumlah angsuran. 
2. Reconditioning 
 
Melakukan  perubahan  atas  sebagian  atau  seluruh 
persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada 
perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. 
3. Restructuring 
Upaya yang dilakukan bank berupa melakukan perubahan 
syart-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit 
atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit yang 
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masih menjadi bagian dari perusahaan, yang dilakukan dengan 
atau tanpa rescheduling maupun reconditioning. 
Yang dilakukan pihak bank yaitu menyesuaikan angsuran. 
Ada   dua   penggolongan   untuk   penyesuaian   angsuran   itu 
sendiri51: 
1.   PUST ( Penjadwalan Ulang Sisa Tunggakan) 
 
Sisa   tunggakan   dijadikan   satu   dengan   angsuran 
otomatis angsuran naik tunggakan hilang dan jangka 
waktu tetap.   Debitur digolongkan kedalam PUSP 
apabila nasabah mengalami kebutuhan mendesak. 
Debitur telah jatuh tempo membayar angsuran 
pembiayaan tetapi ada kebutuhan yang tiba tiba muncul 
yang mau tidak mau debitur harus mengeluarkan uang 
untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga debitur 
terpaksa menunda pembayaran  angsuran  pembiayaan. 
Kebutuhan   mendesak   yang   sering   terjadi   seperti 
anggota   keluarga   yang   sakit   dan   terpaksa   harus 
dilarikan ke rumah sakit yang biayanya tidak mungkin 
sedikit. 
2.   PUSP (Penjadwalan Ulang Sisa Pinjaman) 
Pihak Bank memperpanjang jangka waktu jatuh tempo 
pembiayaan  tanpa  mengubah  sisa  kewajiban  debitur 
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yang  harus  dibayarkan  kepada  pihak  Bank.  Maka 
jumlah  pembayaran  angsuran  nasabah  penerima 
fasilitas menjadi lebih ringan karena jumlahnya lebih 
kecil daripada jumlah angsuran semula, namun jangka 
wkatu angsurannya lebih panjang daripada angsuran 
semula 
Debitur yang digolongkan dalam PUSP diantaranya : 
 
a.   Mengalami penurunan penghasilan . Istri yang 
biasanya  ikut  membantu  dengan  bekerja 
sekarang istri tidak ikut bekerja sehingga 
penghasilan hanya bersumber pada debitur. 
Sehingga pihak menawarkan kepada debitur 
untuk melakukan PUSP , supaya debitur tidak 
terlalu keberatan dan pembiayaan tidak 
mengalami masalah (macet). 
b.   Kebutuhan hidup debitur yang tinggi. Kebutuhan 
hidup debitur semakin meningkat seperti semua 
anaknya  sekolah  ada  yang  sekolah  di  swasta. 
Ada yang masuk perguruan tinggi dan masih 
banyak lagi kebutuhan. Sehingga debitur 
mengalami kesulitan untuk membayar angsuran 
pembiayaan.
 
 
 
Selain itu ada pula tindak lanjut dari pihak bank dalam menghadapi 
pembiayaan bermasalah seperti dalam halnya pemberkasan. Pihak bank 
terlebih dahulu mengirimkan surat konfirmasi atau yang disebut dengat 
Surat Peringatan. Ada tingkatan Surat Peringatan, yaitu52 : 
a.   Surat Peringatan I 
 
Isi SP I yaitu : nasabah yang melakukan wanprestai setidaknya 
memberikan  penjelasan  mengenai  keterlambatan  membayar 
angsuran sehingga pihak bank akan mencari jalan keluar bagi 
permasalahan debitur. Apabila dengan diberikannya Surat 
Konfirmasi (SP I) tetapi debitur masih belum membayar angsuran , 
pihak bank mengeluarkan Surat Peringatan II. 
b.   Surat Peringatan II 
 
Dalam SP II pihak bank mengingatkan kepada debitur supaya 
memenuhi seluruh kewajibannya membayar angsuran, apabila 
peringatan itu tidak dilakukan debitur pihak bank akan mengambil 
tindak lanjut berupa penagihan seketika seluruh sisa pembiayaan. 
Apabila debitur telah memenuhi kewajiban membayar angsuran 
maka SP II ini akan gugur dan selanjutnya digunakan sebagai dasar 
tindakan pihak bank apabila suatu hari debitur melakukan kembali 
kelalaian pembayaran angsuran pembiayaan 
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c.   Surat Peringatan III 
 
Debitur yang sudah diperingatkan melalui SP II tetapi samasekali 
tidak ada tindakan maka pihak bank akan mengeluarkan Surat 
Peringatan III . Debitur akan digolongkan kedalam “Debitur 
Wanprestasi”   apabila   tidak   ada   tindakan   untuk   memenuhi 
kewajiban membayar angsuran pembiayaan. Pihak bank tidak segan 
untuk   menempuh   jalur   hukum   sesuai   peraturan   perundang- 
undangan yang berlaku, seperti : 
•   Dilakukan   penyegelan   “Rumah   ini   dalam   pembiayaan 
 
bermasalah di Bank BNI Syariah” 
 
• Dikenakan  biaya  administrasi  dan  biaya  litigasi  sesuai 
kebutuhan 
•   Pelaksanaan lelang
 
 
 
BAB IV 
 
 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
 
A.  Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BNI Syariah Kantor Cabang 
 
Surakarta 
 
Pembiayaan bermasalah pasti akan terjadi pada setiap lembaga 
keuangan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu 
ketidakmampuan petugas dalam memprediksi masa yang akan datang. 
Dalam prakteknya BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta mendapati 
beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Saat meneliti calon 
nasabah yang akan mengajukan pembiayaan kurang teliti dalam menelaah 
5C,  yaitu  (Character,  Capacity,  Collateral,  Capital,  dan  Conditional) 
 
dalam menganalisis kelayakan calon nasabah. 
 
Prinsip Pemberian Pembiayaan (5C) lazim digunakan Dalam dunia 
perbankan sebagai pertimbangan untuk mengevaluasi calon nasabah:53 
1.   Character adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti 
sifat-sifat  pribadi,  kebiasaan-kebiasaannya,  cara  hidup,  keadaan  dan 
latar   belakang   keluarga   maupun   hobinya.   Character   ini   untuk 
mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk 
memenuhi kewajibannya. 
2.   Capacity merupakan   kemampuan   calon   nasabah   dalam   mengelola 
 
usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola 
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usaha nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami 
masa  sulit  apa  tidak,  bagaimana  mengatasi  kesulitan). Capacity ini 
merupakan ukuran kemampuan nasabah dalam membayar. 
3.   Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang 
dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur 
permodalan,  ratio-ratio  keuntungan  yang  diperoleh  seperti return  on 
equity, return on investment. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah 
layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon 
pembiayaan yang layak diberikan. 
4.   Collateral adalah  jaminan  yang  mungkin  bisa  disita  apabila  ternyata 
calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya serta 
menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan. 
5.   Condition, pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan 
kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. 
Ada suatu usaha yang  sangat tergantung dari kondisi perekonomian, 
oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon 
nasabah. 
Faktor lain yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu, 
berkurangnya penghasilan nasabah, permasalahan rumah tangga, adanya 
sistem pinjam nama dalam beberapa produk pmbiayaan. 
Pihak bank melakukan pencegahan terjadinya pembiayaan 
bermasalah  dengan  berbagai  cara,  mulai  dari  melakukan  pemantauan 
secara rutin setiap bulan dengan menggunakan fitur Early Warning System
 
 
 
dan selalu mengingatkan kepada nasabah setiap bulan melalui berbagai 
cara dengan tujuan mengurangi pembiayaan bermasalah. 
Pada kenyataannya upaya yang dilakukan pihak bank BNI Syariah 
KC Surakarata ini banyak mengalami kendala. Salah satunya yaitu upaya 
yang gagal dilakukan yaitu mengunjungi nasabah pembiayaan bermasalah 
ke rumah tinggalnya untuk melakukan musyawarah. Musyawarah ini 
biasanya melibatkan orang ketiga. Hal ini dilakukan untuk lebih 
mengetahui dan mendalami lagi bagaimana watak, sifat dan perilaku 
dengan orang-orang terdekatnya. Hal ini akan memudahkan petugas bank 
untuk mengetahui karakter nasabah yang melakukan pembiayaan. 
Musyawarah   ini   juga  dilakukan   untuk   mencari   jalan   keluar  untuk 
mengatasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah. 
Seringkali ditemukan kendala pada saat mengunjungi nasabah, 
terkadang  nasabah  tidak  ditemukan di  rumah  atau di  tempat  kerjanya, 
terkadang juga nasabah mangkir dari panggilan petugas. 
Selain dengan cara diatas BNI Syariah KC Surakarta juga 
melakukan beberapa melakukan penyelamatan pembiayaan dengan cara : 
1.   Rescheduling 
 
Adalah  suatu  upaya  hukum  untuk  melakukan 
perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang 
berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka 
waktu kredit termasuk tenggang, perubahan jumlah angsuran.
 
 
 
2.   Reconditioning 
 
Melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh 
persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada 
perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. 
 
3.   Restructuring 
 
Upaya yang dilakukan bank berupa melakukan 
perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian 
tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau 
sebagian kredit yang masih menjadi bagian dari perusahaan, 
yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling maupun 
reconditioning. 
Dalam  upaya  penyelamatan  dengan  cara  Restructurisasi 
pembiyaan tidak berhasil, maka perlu diadakan penanganan pembiayaan 
bermasalah. Dalam menangani pembiyaan bermasalah diperlukan 
mekanisme penangangan tertentu. Pada konsep mekanisme penanganan 
didalam teori itu bisa dilakukan olh lembaga keuangan syariah itu sendiri 
dengan cara persuasif atau damai. Selain itu juga pihak bank juga dapat 
melakukan teguran melalui somasi dengan ancaman bahwa jika nasabah 
mangkir dari pembiayaan bermasalah maka akan diselesaikan dengan 
ketentuan hukum yang berlaku. Apabila dengan cara somasi masih belum 
berhasil maka bank dapat menjual barang jaminan dibawah tangan atas 
dasar kuasa dari debitur atau pemilik agunan.54 
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Untuk meminimalisir terjadinya eksekusi agunan, pihak bank BNI 
Kantor Cabang Surakarta juga melakuan upaya penanganan pembiayaan 
bermasalah dengan cara memberikan surat peringatan (SP) I, SP II dan SP 
III dengan tujuan agar nasabah mau menjalankan kewajibannya sebagai 
nasabah pembiayaan bermasalah. 
Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa pihak BNI Syariah 
Kantor Cabang Surakarata menempuh berbagai upaya dalam menangani 
pembiayaan bermasalah. Diawali dengan tindakan preventif ketika sudah 
terlihat tanda-tanda nasabah akan mangkir dari tanggung jawab, petugas 
sudah memulai tindakan yakni mengingatkan kepada nasabah untuk segera 
membayar angsuran/kewajibannya. Dapat dilihat juga bahwa BNI Syariah 
memberikan kelonggaran waktu yang cukup banyak sehingga nasabah 
pembiayaan  bermasalah  masih  dapat  berusaha.  Jika  nasabah 
bangkrut/pailit  pihak  bank  juga  memberikan  upaya  penanganan  yang 
sesuai  dengan  keinginan  nasabah  pembiayaan  bermasalah.  Dan  jika 
nasabah benar-benar sudah tidak bisa lagi membayar kewajibannya maka 
agunan dari nasabah akan di eksekusi, jika hasil lelang agunan melebihi 
kekurangan kewajiban pembiayaan maka pihak BNI Syariah Kantor 
Cabang Surakarta akan mengembalikan dana yang yang tersisa.
 
 
 
B.  Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bni Syariah Kc Surakarta 
 
Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 
 
Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang 
dilakukan oleh lembaga pembiayaan yang dalam pelaksanaan pembayaran 
pembiayaan oleh nasabah itu terjdi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak 
lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang 
dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. 
Bank Indonesia sebagai lembaga yang megawasi jalannya kegiatan 
bank konvensioanal dan bank syariah dalam Peraturan Bank Indonesia No. 
10/18/PBI/2008 menyatakan bahwa upaya penangangan pembiayaan 
bermasalah dapat dilakukan dengan cara Restrukturisasi Pembiayaan. 
Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam 
rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara 
lain melalui: 
a.   Penjadwalan   kembali   (rescheduling),   yaitu   perubahan 
jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka 
waktunya; 
b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan 
sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain 
perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka 
waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak 
menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan 
kepada Bank;
 
 
 
c. Penataan  kembali  (restructuring),  yaitu  perubahan 
persyaratan Pembiayaan  tidak terbatas pada rescheduling 
atau reconditioning, antara lain meliputi: 
1)  Penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank; 
 
2)  Konversi akad Pembiayaan; 
 
3)  konversi  Pembiayaan  menjadi  surat  berharga  syariah 
berjangka waktu menengah; 
4)  konversi    Pembiayaan    menjadi    penyertaan    modal 
sementara pada perusahaan nasabah. 
 
Penangan pembiayaan bermasalah di BNI Syariah dengan upaya 
restrukturisasi dengan upaya : 
 
1.   Rescheduling 
 
Adalah  suatu  upaya  hukum  untuk  melakukan 
perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang 
berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka 
waktu kredit termasuk tenggang, perubahan jumlah angsuran. 
1.   Reconditioning 
 
Melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh 
persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada 
perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja.
 
 
 
2.   Restructuring 
 
Upaya yang dilakukan bank berupa melakukan 
perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian 
tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau 
sebagian kredit yang masih menjadi bagian dari perusahaan, 
yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling maupun 
reconditioning. 
 
Apabila  upaya  penanganan  dengan  restrukturisasi  pembiayaan 
tidak berhasil, maka pihak bank akan memberikan surat peringatan I, II 
dan III. Jika pemberian surat peringatan masih tidak dihiraukan oleh 
nasabah   maka   pihak   bank   akan   segera   melakukan   langkah   untuk 
melakukan lelang agunan.
 
 
 
BAB V 
 
PENUTUP 
 
 
 
 
A.  Kesimpulan 
 
Dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dan penelitian yang 
telah dilakukan oleh penulis tentang penanganan pembiayaan bermasalah 
di BNI Syariah KC Surakarta, maka terdapat beberapa kesimpulan antara 
lain : 
1.   Mekanisme   penangangan   pembiayan   bemasalah   di   BNI 
Syariah  Kantor  Cabang  Surakata  dengan  cara  silahturahmi 
serta musyawarah, surat pemberitauan satu, dua, tiga, eksekusi 
jaminan atau lelang jaminan. Selain itu ada upaya penanganan 
pembiayan bermasalah dengan cara Rescheduling, 
Reconditioning, Restructuring. Atau ketika nasabah sudah 
mengalami kebangkrutan upaya yang dapat dilakukan yaitu 
Penjadwalan Ulang Sisa Tunggakan dan Penjadwalan Ulang 
Sisa Pinjaman 
2. Penanganan pembiayaan bermasalah di BNI Syariah KC 
Surakarta sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia 
No.10/18/PBI/2000 karena penanganan pembiayaan dilakukan 
dengan   upaya   restrukturisasi   pembiayaan.   Apabila   tidak 
berhasil maka dilakukan lelang agunan.
 
 
 
B.  Saran 
 
1.   Untuk pihak bank 
 
Pihak bank harus menjalankan prinsip 5C dalam permohonan 
pembiayaan dan harus tega dalam menolak pemohonan jika tidak 
memenuhi kriteria 5C (Character, Capacity, Collateral, Capital, dan 
Conditional) dalam menganalisis kelayakan calon anggota, sehingga 
dengan  menjaga  obyektifitas  tersebut  dalam  memperkecil 
kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. 
 
 
 
2.   Untuk nasabah 
 
Nasabah  harus  lebih  memahami  konsep  tentang  pembiayaan 
yang  akan  diajukan  agar  dikemudian  hari  tidak  terjadi  masalah 
terhadap pembiayaan yang sudah diajukan. 
 
 
 
3.   Untuk masyarakat umum 
 
Diharapkan untuk dapat bekerja sama dengan  pihak lembaga 
keuangan syariah untuk mengetahui cara dan prosedur yang 
berlakuguna mencapai suatu tujuan untuk mensyiarkan ekonomi islam 
dalam setiap transaksi.
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